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PENDAHULUAN 

 

Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara dan sifatnya terhutang kepada yang wajib 

membayar, akan tetapi yang membayar tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung dari 

pajak  tersebut seperti  yang tertuang dalam peraturan  perundang-undangan  dan pajaknya akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Yulia et al., 2020). Kesediaan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan 

penerimaan negara tersebut (Suyadi & Sunarti, 2018). Meskipun pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, namun hal itu belum mampu 

memaksimalkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan tahun 2018 menyebutkan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 

namun hanya 1,5 juta yang membayar pajak atau setara 2,2% terhadap  penerimaan  pajak  

penghasilan.  Kemudian, DJP  per 1  April  2019 mencatat  realisasi pelaporan surat pemberitahuan 

(SPT) Tahunan sebesar 11,309 juta jiwa setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. 

Wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk memperkecil jumlah pajak nya dengan melakukan 
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 The contribution of MSMEs to the National Gross Domestic Product 

(GDP) according to current prices in 2018 is around 60% or 60 

million,  but  only  1.5  million  pay  taxes  or  2.2%  of  income  tax 

receipts. Then, as of April 1, 2019 the Directorate General of Taxes 

recorded the realization of annual notification letter reporting (SPT) 

of  11.309  million  people,  or  the  equivalent  of  61.7%  of  18.334 

million taxpayers. This shows that there is still low awareness and 

compliance with taxation by taxpayers. This research wants to make 

an  academic  contribution  to  the  picture  of  optimizing  the  tax 

potential  of  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises  (MSMEs) 

through the Awareness and Moralty approach. The type of research 

used id explanatory with a quantitative approach. The research was 

conducted on a sample of Small and Medium Enterprises (SMEs) in 

Bekasi  City  (West  Bekasi).  The  hypotheses  tested  are  1)    The 

significant effect of Taxpayer Awareness on Tax payer Compliance 

of   Micro,   Small,   and   Medium   Enterprises   (MSMEs);   2)    

The significant influence of Taxpayer Morale on Taxpayer 

Compliance; 3)      Simultaneously    and   significantly   the   effect   

of   Taxpayer Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises 

(MSMEs). 
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berbagai upaya seperti kecurangan dan ketidakpatuhan. Salah satu bentuk kecurangan pajak 

tersebut yaitu adanya tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang 

dilakukan seorang wajib yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Dewi & Merkusiwati, 

2017). 

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2019 penerimaan pajak 

negara indonesia belum optimal dilihat dari realisasi pajak selama 5 tahun terakhir. Sebenarnya 

realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun realisasi tersebut belum  

juga mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan pada tahun 

2019 dan 2017 merupakan tahun yang mengalami penurunan, tetapi pada 2 tahun berikutnya 

penerimaan pajak mengalami peningkatan penerimaan pajak hingga menyentuh angka diatas 90%. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinaungi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang 

bertanggungjawab atas keuangan negara termasuk aspek perpajakan di Indonesia memiliki 

tanggungjawab atas kepatuhan wajib pajak. Presentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 

menjadi  salah  satu  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)DJP.  Pada  Tahun  2020  capaian  tingkat 

kepatuhan formal wajib pajak hanya sebesar 77,63% (LAKIN DJP, 2020). Artinya DJP gagal 

dalam membina dan mengawal wajib pajak di Indonesia intuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak 

yang tinggi. Penghitungan kepatuhan formal oleh DJP salah satunya didasarkan pada rasio antara 

realisasi SPT dengan wajib pajak yang terdaftar SPT. Tahun 2016 rasio capaian sebesar 60,75%, 

Tahun 2017 75,58%, Tahun 2018 71,10%, Tahun 2019 73,06% dan tahun 2020 77,63%. Hal 

tersebut menunjukan bahwa memang kondisi wajib pajak di Indonesia masih belum memiliki 

kepatuhan yang tinggi sehingga perlu ada perbaikan perpajakan baik dari sisi regulasi maupun 

teknis untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 

Kota   Bekasi   merupakan   kota  besar   di  Jawa   barat.  UMKM di Kota Bekasi dalam kurun 

waktu 3 tahun (2018-2020) terus mengalami      perkembangan.     Pada     Tahun     2014     

terdapat sebanyak     79.653     orang     pengusaha     berkembang     menjadi 

81.571    orang    pada    tahun    2015    dan    83.538    orang    pada tahun 2018 yang menjalankan 

usaha UMKM. Secara grafis perkembangan    UMKM    di    Kota    Bekasi    cukup   stabil    

dalam kurun   waktu   tersebut   yakni   bertambah    kurang   lebih   2.000 pengusaha   baru   setiap   

tahunya.   Hal   tersebut   tentunya   tidak lepas     dari     faktor-faktor     potensial     Kota     

Bekasi     seperti pertumbuhan    penduduk    dan    secara    demografi    dihuni    oleh banyak  

Pendatang.  Berdasarkan    uraian-uraian    dan    alasan-alasan    peneliti    di atas,  maka  peneliti  

tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul   “Pengaruh   Kesadaran   wajib   pajak   

dan   Moral   wajib pajak   Terhadap   Kepatuhan   Wajib   Pajak   UMKM   di   Kota 

Bekasi”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Pajak : menurut Resmi (2014:1) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada 

kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai  public  investment”.  Berdasarkan  

Undang- Undang No.28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan  Tata Cara Perpajakan di 

pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. 

2. Penggolongan pajak : merupakan suatu aspek penting mengingat pajak terbagi dalam 

beberapa golongan yang membedakan antara pajak satu dengan pajak yang lainnya. 
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Penggolongan  pajak  didasarkan  pada  kriteria-kriteria tertentu, misalnya siapa yang 

membayar pajak, apakah beban  pajak  dapat  dilimpahkan  kepada  pihak  lain  siapa yang 

memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. 

3. Kepatuhan Pajak : Kepatuhan yang berdasar berawal dari diri wajib pajak sangat penting 

dalam perpajakan di Indonesia yang menganut Self  Assessment  System. Self  Assessment  

System adalahsistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada  wajib  pajak  

untukmenghitungpendapatan  kena  pajak nya sendiri, melaporkan dan membayarkanya 

sendiri,fiskus hanyabertugas melayani dan mengawasi berjalannya sistem perpajakan 

(Mardiasmo,2011). 

4. Usaha Mikro : Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. Usaha  Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar Rp 50.000.000 dan omset sebesar Rp 

300.000.000. 

5. Usaha Kecil : Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria aset sebesar Rp 50.000.000 

sampai dengan Rp 500.000.000 dan omset sebesar Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 

2.500.000.000. 

6. Usaha Menengah : Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perseorangan atau badan usaha yang bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria 

aset sebesar  Rp  500.000.000  sampai  dengan  Rp  10.000.000.000  dan omset   sebesar   Rp   

2.500.000.000   sampai   dengan   Rp 50.000.000.000. 

7. Kesadaran wajib pajak (Tax Awareness) : Menurut Sumartaya (2014) kesadaran (awareness) 

kesadaran adalah elemen dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka 

bertindak atau berperilaku terhadap  realitas.  Jatmiko  dalam Sumartaya  (2014) menjelaskan  

bahwa  kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui atau memahami. Irianto (2005) dalam 

Sumartaya (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak (Kesadaran  wajib  

pajak)  yang  mendorong  pembayar  pajak untuk membayar pajak. 

8. Kepatuhan wajib pajak : Menurut  Tahar  dan  Rachman  (2014)  kepatuhan mengenai 

perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai 

Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran 

seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya  dengan tetap berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.   Kesadaran   itu   sendiri   merupakan   

bagian   dari  motivasi  instrinsik  yaitu  motivasi  yang  datangnya  dalam  diri individu itu 

sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti 

dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Menurut Singarimbun dan Efendi Ed. (2006:32) konsep dapat diartikan sebagai suatu istilah 

dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, 
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atau individu  yang  menjadi  pusat  perhatian  ilmu  sosial.  Model  konsep dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

Ha1      : Kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

Ha2       : Moral wajib pajak (X2) secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan 

Pajak 

Ha3    : Kesadaran wajib pajak (X1) dan Moral wajib pajak (X2) berpengaruh secara simultan 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kuantitatif.  

deskriptif  kuantitatif  yang  menggunakan  metode survei yakni pengamatan dan penyelidikan 

secara kritis untuk mendapatkan keterangan  yang  tepat  terhadap  suatu  persoalan  dan  obyek  

tertentu  di daerah  kelompok  komunitas  atau lokasi  tertentu  akan ditela’ah (Arikunto, 2015). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil  

 

1. Hasil uji asumsi klasik 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik histogram 

dengan Normal PP Plot dan Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini hasil uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat pada 

Tabel di bawah ini: 
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Berdasarkan dari hasil uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual yaitu 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) didapatkan besarnya nilai signifikasi 0,200 

yang lebih besar dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukan bahwa residual berdistribusi 

normal. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji  Multikolinieritas  berguna  untuk  menguji  apakah  modelregresi  ditemukan  

adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan 

uji multikolonieritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF masing-masing 

variable independen, jika nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka data bebas dari 

gejala multikolinieritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan nilai Tolarance tidak ada variabel independen yang memiliki 

nilai Tolerance< <0.10 dan Variabel Independen Factor (VIF) juga menujukkan hal serupa 

yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 

10. Hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas  antar  variabel  independen  dalam  model  regresi.  Berdasarkan  syarat 

asumsi klasik regresi linier, nahwa model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari 

adanya multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar 

pengambilan keputusan suatu model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas 

adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

(nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji 

heteroskedasisitas dapat dilihat pada gambar Scatterplot seperti dibawah ini : 
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Dengan melihat nilai Tolerance, pada variabel independen dalam Penelitian ini yaitu 

Kesadaran Wajib Pajak (X1), Moral Wajib Pajak (X2), Kepatuhan Wajib pajak (Y), yaitu 

sebesar 0,628 dan nilai VIF sebesar 1,593 maka dapat disumpulkan bahwa penelitian ini 

tidak dapat problem multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

2. Analisis regresi berganda 

Analisis regeresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

yang diteliti, adapun regresi linier berganda menggunakan SPSS 26 antara lain sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Y = 13.263 + 0,199 X1 + 0,635 X2 

Dimana persamaan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel bebas (X) 

dapat mempengaruhi variabel variabel terikat (Y). Berikut adalah penjelasan dari persamaan 

diatas: 

1) Constant a = 13.263 menyatakan bahwa jika pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

dan Moral Wajib Pajak (X2) nilainya tidak ada kenaikan atau bernilai 0, maka nilai 

Kepatuhan Wajib pajak (Y) adalah sebesar 13.263 

2) Koefisien regresi X1 = 0,199 menyatakan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak mengalami 

peningkatan sebesar 1 satuan maka Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,199 

dengan asumsi variabel yang lain konstan. 

3) Koefisien regresi X2 = 0,635 menyatakan bahwa jika Moral Wajib Pajak mengalami 

peningkatan  sebesar  1  satuan  maka  Moral  Wajib  Pajak  akan  meningkat  sebesar  

0,635 dengan asumsi variabel yang lain konstan. 

3. Hasil Uji Hipotesis 

1) Uji hipotesis T 

Uji  ini  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  

independen secara individual (parsial) dalam menerangkan suatu variasi variabel 

dependen.untuk menguji  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  yang  digunakan  

dalam  penelitian  ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 0,05 

(Gozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. 
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a. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas 

a) Jika signifikan < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima. 

b) Jika signifikan > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak.  

b. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t-hitung. 

a) Jika t Hitung > t Tabel, maka Ho ditolak. 

b) Jika t Hitung < t Tabel, maka Ho diterima. 

Pengujian dilakukan dengan melakukan pengolahan data menggunakan program SPSS. Hasil 

daa uji t (uji parsial) dapat dilihat pada tabel IV.34 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari  hasil  tabel  diatas  dapat  diketahui  untuk  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  

(X1) diperoleh nilai t-hitung sebesar 3.408 > 1,974 (t tabel) dengan sig. 0,005 < 0,050 (ɑ) 

atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu H0 ditolak atau Ha diterima yang 

berarti  bahwa  secara  parsial  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X1)  berpengaruh  signifikansi 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kemudian untuk variabel Moral Wajib Pajak (X2) 

diperoleh t-hitung sebesar 11.678 > 1,974 (t tabel) dengan sig. 0,003< 0,05 (ɑ) atau nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak atau Ha diterima yang berarti bahwa 

secara  parsial  Moral  Wajib  Pajak  (X2)  berpengaruh  siginifikansi  terhadap  Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y). 

2) Uji hipotesis F 

Uji ini dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat (Gozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. 

a. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas 

a) Jika signifikan F < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima. 

b) Jika signifikan F > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. B 

b. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F hitung 

a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. 

b) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima. 

Pengujian  dilakukan  dengan  melakukan  pengolahan data menggunakan  program  

SPSS versi 26. Hasil data uji f (uji simultan) dapat dilihat pada tabel IV.35 sebagai berikut: 
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Dari hasil tabel  diatas dapat diketahui jika diperoleh nilai F hitung sebesar 79.196  > 

3.90 (F tabel) dengan nilai sig. 1,472 > 0,05 (ɑ), Maka dari itu H0 ditolak atau Ha diterima 

yang berarti bahwa secara simultan Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Moral Wajib Pajak 

(X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 

3) Analisis Koefisien Determinasi R (Square) 

Dalam analisis regresi diperlukan juga untuk melihat berapa persen dari variasi 

variabel dependen  dapat  diterangkan  oleh  variasi  variabel  independen.  Untuk  itu  

digunakan koefisien determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Apabila nilai koefisien mendekati angka nol, maka kemampuan variabel independen 

didalam mempengaruhi  variabel  dependen didalam penelitian  amat terbatas. Kemudian, 

apabila nilai koefisien mendekati angka satu, maka kemampuan variabel independen 

memberikan hampir semua informasi mengenai variabel dependen, artinya variabel 

independen berkontibusi secara sempurna terhadap variabel dependen. 

a. Analisis R Square Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah 

sebesar 56,9 atau sama dengan 56,9%. Angka tersebut menunjukan bahwa variabel 

Kesadaran Wajib Pajak  (X1)  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  

sebesar  56,9%.  Sedangkan sisanya 43,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

b. Analisis R Square Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah 

sebesar 0,461 atau sama dengan 46,1%. Angka tersebut menunjukan bahwa variabel 

Moral Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 

46,1%. Sedangkan sisanya 53,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

c. Analisis R Square Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square 

adalah sebesar 0,797 atau sama dengan 79,7%. Angka tersebut menunjukan bahwa 

variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Moral Wajib Pajak (X2) berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 79,7%. Sedangkan sisanya 20,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Pembahasan 

 

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa pengujian hipotesis Harga terhadap Keputusan 

Pembelian menghasilkan  t  hitung >  t  tabel  sebesar  (3.408  >  1,974)  dengan  signifikan  

(0,005 <  0,050). Lalu diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,569 

atau sama dengan 56,9%. Dengan demikian, Kesadaran Wajib Pajak secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi, 

H1 diterima. 

 

2. Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa pengujian hipotesis Moral Wajib Pajaks terhadap 

Keputusan Pembelian menghasilkan t hitung > t tabel sebesar (11.678 > 1,974) dengan 

signifikan (0,003 < 0,050). Lalu diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah 

sebesar 0,461 atau sama dengan 46,1%. Dengan demikian, Moral Wajib Pajaks secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bekasi, H2 

diterima. 

 

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

 

 Berdasarkan dari uji Hipotesisi (Uji F) Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  karena 

diketahui nilai F hitung > F tabel yaitu 79.196 > 3,90 dan sig   1,472 < 0,05. Lalu diketahui 

nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,797 atau sama dengan 79,7%. 

Angka tersebut menunjukan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Moral Wajib 

Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 79,7%. Sedangkan 

sisanya 20,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dengan demikian H3 diterima. 

oleh karena itu masing-masing dari tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak 

memiliki peranan yang sangat penting terhadap tercapainya Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM di Kota Bekasi (Bekasi Barat). 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hubungan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak 

terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak tergolong Kuat. Hal ini dapat dilihat dari : 

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak UMKM di 

Kota Bekasi sebesar 16,9% dan sisanya 83,1% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini 

berarti bahwa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak   dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

2. Moral Wajib Pajak  tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,1% dan 

sisanya 53,9% yang dipengaruhi  oleh  variabel  lain.  Hal ini berarti  bahwa moral  yang 

dimiliki  setiap individu tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak 

3. Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak memiliki pengaruh yg signifikan secara 

simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien 

Determinasi R Square sebesar 0,797 untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib 

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak. Artinya 79,7% variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  

UMKM   dapat  dijelaskan  oleh variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Moral  Wajib  Pajak,  

sedangkan  sisanya  20,3%  dapat dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model 
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